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Signature, exchange of instruments or ratification will be binding If the text provides that
these actions are to have that effect. A treaty which merely needs signatures from the
parties, it will be legally binding to the parties by signing the treaty. However, for a treaty
which needs ratification, signatures of the parties will not have a legal effect to the parties.
The parties who have signed the treaty is only bound morally. Thus, the treaty will be
legally binding to the parties, if the parties have ratified it.
Pendahuluan
Gelombang Tsunami 26 Desember 2004
yang lalu, bencana alam terbesar kurun waktu
empat dasawarsa terakhir yang menimpa Aceh,
Nias, danSumatera Utara jugabeberapa negara
seperti Sriianka, Malaysia, India, Thailand, dan
Maladewa, tidak hanya membangkitkan
solidaritas nasional tetapi juga intemasional.
Solidaritas itu ditandai dengan mengalirnya
bantuan dari berbagai komponen masyarakat
intemasional.
Bentuk bantuan dari masyarakat intema
sional beranekaragam bentuknya, yang seca-
ra garis besar terbagi menjadi lima yaitu ba-
rang, tenaga, peralatan, keahlian dan uang
tunai'. Bantuan adayangsegeraatau iangsung
dapat dinikmati korban bencana namun
banyak pula yang masih berupa janji. Bantuan
yang Iangsung dinikmati korban bencana adalah
bantuan yang berbentuk barang, tenaga,
peralatan dan keahlian^. Dapat disaksikan
bagaimana anggota-anggota militer negara-
negara sahabat dengan keahlian dan teknologi
yang mereka miliki memberikan bantuan
Iangsung pada rakyat Aceh seperti penyediaan
alat-aiat berat dantransportasi udara, penyediaan
air bersih, penyediaan tenaga medis dan obat-
obalan, membersihkan puing-puing dan mayat-
mayat yang berserakan, mengevakuasi koiban-
korban yang terisolir, dan mengangkut barang-
barang kebutuhan pokok para korban. Bantuan
seperti ini sebagaimana dikemukakan Iangsung
dapat dinikmati korban bencana. Bantuan
semacam ini jika dinilai dengan uang tentu
bukan jumlah yang sedikit.®




Di samping bantuan langsung berupa
barang, tenaga, peralatan, keahlian, dan uang
tunai ada juga bantuan-bantuan yang masih
berupajanji. Segera, setelahbencanatsunami
diketahui secara iuas keseluruh penjuru dunia,
dengan emosional berbaga! negara menyata-
kan akan memberikan bantuan. Dari hari ke
hari jumlah bantuan yang dijanjikan semakin
banyak. Pada waktu Konferensi khusus
pemimpin ASEAN pasca tsunami diJakarta 6
Januari 2005 bantuan darurat 977 juta dolar
AS dan khusus untuk Aceh 3,5 miliardolar AS.
Dua minggu setelah konferensi, komitmen
bantuan bertambah menjadi 9 miliar dolar AS
dan bahkan mencapai 12 miliar.''
Hari demi hari bahkan telah berganti
bulan, ternyata kucuran dana yang dijanjikan
negara-negara donorsangat lambatmengalir,
padahal dana tersebut tentu sangat dibutuh-
kan bagi keiangsungan hidup korban yang
maslh selamat sebagaimana dikemukakan
Kofi Annan yang mendesak negara-negara
donor segera merealisaslkan janjinya.®
Negara-negara korban tsunami khususnya In
donesia yang mengalami kerusakan terparah,
sangat membutuhkan dana tersebut untuk
membangun kembali wllayah yang rusak parah
akibat bencanayang mahadahsyat itu. Apa yang
dialami Indonesia bukanlah halyang pertama.
Ketika Kota Bam (Iran) diguncang gempa
bum! dahsyat dan menewaskan lebih dari 26
ribu jiwa Desember 2003 yang lalu para
pemimpin dunia menjanjikan bantuan sebe-
sar 1,1 miliar dolar AS. Namun realisasinya
hanya 17,5 juta dolar AS. Begitu pula saat
Mozambique dilanda banjir tahun 2000 yang
iaiu dari janji 400 juta dolar AS hanya
setengahnya saja yang tereallsasi. Kasus
serupa ketika bencana topan menghancurkan
Mitch! di Honduras dan Nikaragua pada tahun
1998, janji negara donor 8,7 miliar dolar AS,
kurang dari sepertiga yang terealisasi.
Berangkat dari pengalaman-pengalaman
itulah tidak berlebihan kiranya apabila
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan jauh-jauh
hari sudah memperingatkan supaya negara-
negara korban bencana tidak berharap terlalu
banyak dari janji-janji manis Itu. Hal senada
juga dikemukakan oleh Roberty Smith, juru
bicara United Nations of the Resque Team,
yang mengemukakan bahwa jangan kaget
biiamana bencana besar biasanya
menghasilkan banyak janji manis yang tidak
selalu menjadi kenyataan.^
Berkaitan dengan paparan di atas
menarik kiranya untuk mengkaji bagaimana
sebenarnya Janji negara donor tsunami Aceh
dalam perspektif hukum internaslonal. Apakah
janji tersebut mengikat secara hukum?
Dapatkah Indonesia juga Negara-negara
korban lainnya menuntut realisasi janji
tersebut? Adakah upaya-upaya yang dapat-
dilakukan supaya negara korban tidak hanya
menerima janji kosong dan sebaliknya negara
donor tidak mudah mengumbar janji kosong?
Kesediaan Negara Donor Membantu
Dana Pemulihan Aceh
Dibandingkan 10 negara lainnya korban
tsunami Desember 2005, Indonesia
merupakan negarayang mengalami kerusakan
terparah. Disamping ratusan ribu korban jiwa
yang tidak dapattergantikan, kerugian material
diperkirakan mencapai 40 triliun rupiah.
•'"Negara donor didesak realisasikan bantuannya", dalam harian Pikiran Rakyat, 13Januari 2005
'ibid
®GazalbaSaleh,/oc.c/f
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Diperlukan dana yang sangat besar tentunya Beberapa negara yang tercatat telah
untuk merehabilitasi dan merekonstruksi menyatakan kesediaannya memberikan dana
wilayah yang hancur akibat terjangan tsunami, untuk Aceti adalah sebagai berikut:^ -
label 1 Negara Donor Untuk Tsunami Aceh
Negara Jumlah(Komitmen) Penggunaan Sifat Status •
AmerikaSerikat UU$489.15juta Perumahan daniingkungan bagi
masyarakat, jaian, jembatan dan sistem
pengairan juga eriy warning system dan
perencanaan penangguiangan bencana
Hibah {grant}
Australia US$416,00 juta Pembangunan infrastruktur RS Zainoel
Abldin, penyiapan tenaga kesehatan,
peiatihan guru, pembangunan pelayanan




Austria USSIO.Jula Rekonstruksi Pinjaman •




Denmark US$18,00 Juta /Urbersih dan sanitasi Hibah {grant} -
Jepang US$147,49 Juta Rehabilitasi jalan. pasar, sekolah, pesanlren,




Jerman US$7,86 Juta Pendidikan, kesehatan, airbersih, &
transportasi
Hibah {grant} P^iandatanganan"
N a s k a h
Kerjasama
Kanada US$63,90 Juta UKM, genderdantatapemerintahan Hibah {grant} -










Norwegia •US$2,19Juta Pemetaan wilayah pantai barat NAD dan
Sumut
Hibah (grant}
^Rl, Rencana Induk rehabilitasi dan Rekonstruyksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Xi
:Pendanaan, April 2005, him. 10-11, www.lndonesia.sk/wni/press/aceh/buku-7-agama-sosbud.pdf
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Di samping negara secara bilateral,
bantuan juga dijanjikan oleh beberapa
label 2 Bantuan Lembaga Multilateral
lembaga multilateral antara lain sebagai
berikut:®
Negara Jumiah(Komitmen) Penggunaan Silat Status





















Hibah (grant) US$ 3,00
JutaPinjaman (loan) US$
210,O0Juta
S e d a n g
didiskuslkan
N a s k a h
peijanjian hibah




Berdasarkan data yang dipaparkan di
atasdapat diketahui bahwa, ternyata danayang
dijanjikan negara atau lembaga donor ada
yang berupa hibah [grantj dan ada pula yang
berupa pinjaman {loan). Lebih lanjut, bantuan
darl masyarakat Internasional juga ada yang
berbentuk moratorium atau penundaan
pembayaran kewajiban pembayaran hutang.
Paris Club pada sidang tanggal 9 Maret 2005
telah memutuskan untuk memberikan mora
torium utang kepada negara yang terkena
bencana tsunami. Indonesia mendapatkan
moratorium sebesar Rp. 3,9 triliun. Pemba
yaran hutang yang jatuh tempo tahun ini
ditangguhkan selama 5 tahun dengan masa
tenggang satu tahun. Dengan adanya morato
rium tersebut, Pemerintah Indonesia pada
tahun anggaran 2005 dapat memiliki ruang
gerak yang lebih lapang untuk penyediaan
dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun
demikian moratorium tersebut adalah penun
daan beban, oleh karena Itu pemerintah harus
mempertimbangkan beban anggaran pada
®/b/d, hlm.9
®/b/c/,hlm.12
saat penundaan tersebut jatuh tempo
Pemerintah Indonesia telah menyatakan
persetujuannya untuk menerima tawaran
moratoriumtersebul Dengan diterimanyamora-
torium tersebut, maka pemerintah Indonesia
akan kehilangan sebaglan hibah dari beberapa
negara donor sebagai ganti {trade off) atas
fasilitas moraton'um, diantaranya pemerintah
Indonesia akan kehilangan hibah dari Amerika
Serikat sebesar Rp 270,0 miliar.®
Berkaitan dengan status janji negara do
nor dapat dicermati dari data yang telah
dipaparkan sebelumnya ada yang statusnya
sudah dalam bentuk perjanjian, draft, tetapi
ada pula yang statusnya belum jelas karena
hanya diucapkan secara lisan ataupun tertulis
dalam bentuk nota diplomatik. Status janji atau
komitmen negara donor ini sangat penting
artinya bagi Indonesia, supaya tidak terulang
kasus-kasus sebelumnya dimana negara
korban bencana alam hanya disuguhi janji-^
janji kosong. Sebagaimana dikemukakan
sebelumnya PBB melalui Sekretaris Jenderal-
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nya jauh-jauh hari sudah mengingatkan
negara donor untuk segera mencairkan dana
yang dijanjikannya, tidak memberikan janji
kosong dan sebaliknya bagi negara korban
bencanadiharap tidak terlalu banyak berharap
pada janji-janji itu.
Perjanjian tertulis dan tidak tertulis
dalam KonvensI Wina 1969 tentang
perjanjian internasional
Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian
intemasional tidak membuat klasifikasi antara
perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis.
Demikian halnya tidak ditemukan definisi apa
yang dimaksud dengan perjanjian tertulis dan
perjanjian tidak tertulis.
Istilah perjanjian tidak tertulis {intemationai
agreement not in written form). Di dalam
Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian
intemasional ditemukan dalam Pasal 3, yang
menetapkan sebagai berikut:'°
"thefact thatthepresentconvention does
not apply to international agreements
concluded between states and other
subjects of international lawor between
suchother subjects of international law,
or to international agreements not In
written form..."
Dari penegasan pasal tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya ada
perjanjian tertulis dan ada perjanjian tidak
tertulis. Adapun Konvensi Wina 1969 tidak dapat
diberlakukanuntuk perjanjianyangtidaktertulis
{{international agreement not in written form).
Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan dalam
Pasal 2 konvensi tersebut yang menetapkan
bahwa konvensi hanya diterapkan terhadap
perjanjian intemasional (treaties) antar negara
dan hanya untuk treaties Inwritten form... yang
diatur oleh hukum intemasional."
Pembatasan ruang lingkup yang diberikan
Pasal 2 ini tidak dimaksudkan untuk menga-
takan bahwa perjanjian yang tidak tertulis atau
perjarijian yang subjeknya bukan negara
kemudian tidak dapat dikatakan sebagai
perjanjian internasional. Pasal 2 Konvensi
hanya bermaksud membatasi ruang lingkup
penerapan konvensi supaya Konvensi tidak
terlalu luas yang akan berakibat padasulltnya
perumusan pasal demi pasal dalam konvensi
tersebut.
•' •Istilah perjanjian intemasional tertulis {written
agreement) memang dapat dihadapkan atau
merupakan lawan kata dari perjanjian intema
sional lisan {oralagreemenfj.Teiapl istilah perjan
jian internasional tidak tertulis tidak dapat
disamakan begitu saja dengan perjanjian lisan
{oral agreement). Perjanjian intemasional tidak
tertulis lebih luas isi dan ruang lingkupnya bila
dibandingkan dengan perjanjian intemasional
lisan. Perjanjian lisan hanyalah merupakan salah
satu contoh saja dari perjanjian yang termasuk
kategori perjanjian intemasional tidak tertulis.
Beberapa contoh lain dari perjanjian intemasional
tidak tertulis antara lain nota diplomatik, deWarasi-
deklarasi sepihak, peijanjian-perjanjian tersimpul
(implied agreement), perjanjian-perjanjian yang
dilakukan secara lisan disertai catatan-
catatan tertulis dalam nota resmimaupunnota
pribadi, juga deklarasi bersama beberapa
negara yang walaupun mungkin berupa
bentuk tertulis tetapi tidak mengikuti prosedur
'°Lihat Pasal3Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Intemasional
"Martin Dixon MA, TextbookonInternationalLaw, fourt edition, (Biackstone PressLimited, 2000), hlm.57
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dan aturan sebagaimana ditentukan dalam
Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian
internasionaP^ Brownlie'^ dan Mac Nair'^
menggunakan istilah informal agreement unluk
menyebut jenis-jenis perjanjian seperti in!.
Mengingat bahwa secara tegas Pasal 3
Konvensi Wina 1969 teiah menyatakan tidak
diberlakukan terhadap perjanjian tidak tertulis,
maka rejim hukum perjanjian tidak tertulis atau
perjanjian informai ini tunduk pada tiukum
kebiasaan intemaslonai {intemational customary
lavi/}. Hukum kebiasaan internasional tumbuh
dan berkembang meiaiui praktik masyarakat
internasional.
Di antara para penuiis hukum interna
sional ada yang menggoiongkan hukum
kebiasaan Ini sebagai hukum perjanjian tak
tertulis, sebab tunduknya negara pada hukum
kebiasaan internasional diartikan sebagai
kesediaan dan kesepakatan negara itu untuk
tunduk dan terikat pada hukum kebiasaan
Internaisonal. Jadi ada semacam persetujuan
tersimpui (implied consent).
Berlaku (EntryInto Force) Dan Mengikat-
nya (Bound) Perianjian Tertulis
Kapan suatu perjanjian mengikat dan
kapan suatu perjanjian berlaku sangatiah
penting untuk dipahami. Pasal 24(1) Konvensi
Wina 1969 menetapkan bahwa berlakunya
suatu perjanjian Internasional tergantung
pada:
a. ketentuan perjanjian internasional Itu
sendiri
b. atau apa yang teiah disetujui oleh negara
peserta
Untuk mengetahui kapan suatu
perjanjian berlaku pada umumnya dapatdilihat
di bagian kiausuia formal {klausula final) yang
biasanya terletak di pasal-pasal terakhir
perjanjian atau seteiah pasal-pasal substan-
siai (dispositive provision) perjanjian interna
sional tersebut. Sebagai contoh misalnya:
a. perjanjian berlaku segera seteiah
penandatanganan
b. perjanjian berlaku 60 hari seteiah
penandatanganan
0. perjanjian berlaku seteiah terkumpul 30
piagam ratifikasi
d. perjanjian berlaku 30 hari seteiah
terkumpul 60 piagam ratifikasi
Adapun mengikatnya perjanjian tergantung
pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu.
Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi
maka penandatanganan akan menimbulkan
akibat hukum yaitu terikatnya negara
penandatangan pada perjanjian tersebut.
Namun biia perjanjian mensyaratkan ratifikasi
maka negara akan terikat secarahukum hanya
seteiah iameratifikasi. Penandatanganan tidak
menimbulkan konsekuensi hukum, penanda
tanganan hanya berarti bahwa negaratersebut
menyetujui teksperjanjian. Negara yang sudah
menandatangani hanya terikat secara moral.
Antara mulai berlaku dan saat mengikat
nya suatuperjanjian bisabersamaan bisapuia
tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan
ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian
itu akan berlaku segera seteiah penanda-
^^1 Wayan Parthiana, Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia,
(Binacipta, Bandung, 1987), him. 114
'^ lan Brownlie, Principles ofPubiic IntemationalLaw, 2"^ edition,flhe Clarendon Press, Oxford), hlm.714
"Lord Mac Nair, The Law of Treaties, (Tlie Clarendon Press, Oxford, 1961), him.7
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tanganan maka^saat berlaku.dan saat^meng- na telah dipaparkan sebelumpya, perjanjian
ikatnya terjadi-bersamaan. Negara yang internasional tertulis, apapuii-riarpaiiya^baru..
menandatangani otomatis, terikat pada, akan rnemberikan aklbat hukum bljamana.
perjanjian, ketika. kemudian ia melanggar isi, perjanjian tersebut sudah.berlaku.ae'rta
perjanjian .dapat segera, dituntut karena mengikatkeduabekhpihak. Kapari pe^^^^^
perjanjian itu juga sudah-beriaku. . „• tersebut berlaku dan mengikat, para pitiak
Namun demikian pada contoh, lain sendirilah, dalam ha! ini Indonesia dengan
misalkan saja pada kasus Konvensi Hukum Australia serta jndoriesia; dengan Bank
Laut 1982. Konvensi ini^mensyaratkan.akan Pembangunan Isiam yang rnenentukan^dalam
beriaku setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. perjanjian yang sudah, mereka,tandatangarii.
Indonesiasudah meratifikasiKonvensi pada tersebut. Unt.uk perjanjian dengan,Bank,
tahun 1985 sehingga pada,tahuh.itu Indonesia Pembangunamlslam.berdasarkan
sudah terikat pada perjanjian tersebut. Narnun. UU ,.Nomor .2^ Tajiun- 2000^. rnemeijukan
demikian. pada.tahun itu-Konvensi behjm persetujuan, DPR.^.-Ha! Jnudikarenak^
berlaku .karena belum terkumpul. 60 piagam perjanjian ,tetsebut .merupakan jpe^
ratifikasi. Konvensi resmi beriaku pada November, hutang,:yaitu^^^ hutang,dan,h^^^^
1996 pada saat nega/a'jcerSO mengu^^pjii: US$,-'3juta,yang,^^^^^
kan piagam ratifikasi.,Andaikan tahun,~j(990,, berkaitari.d^engap.janji;;te
indonesia-meianggar isif-konvensi rneskjpun. lagi apakah'.hiBah.tejm^
Indonesia •sud'al\..te^ikaf. teU^^ yangharusdiratjfikas^^
perjanjian belum beri"aku.maka.lridonwi.|ti|j^^ Tajiun,200.0.;.. -c.
dapat dituntut.ke p.engadilan.atas dasar, -r
Konvensi-tersebut.. Dengan demikian dapat
disimpulkan untuk dapat rnenuntut^suatu,
negara .atas, pejanggaran .suatu perjanjian
internasional adajdua syarat yang diperlukan
yaitu,,perjanjian itu sudah berlaku dan, negara
jeias.atau,sudah,ditandatangani barulah jjanji
yahg^berasaMari, Australia,serta, Bank
Pernbangunan'lslarTi,. .Adapun Janji-janji ,yeng
lain.adLyang'drah perjanjlannya sedang
dinegosiasikan tetapi sebagian besaryang lain
statusnya tidak atau belum jelas. Sebagaima-
iC'"!'"!'''" ''r ' '
Perjanjian' ftitefnasiorial ^Tak' Tertulis Da-'
lam Praktek Hubungan Internasionai'^ ''''-
.... .Kenyataarubahwa J<onyensi VVined969
teritang peijanjiari lhte;nasi9nai,,tidak^.feij.aku
itu sudah. mengikatkan diri pada perjarijian bagi.iperjanjian-perjan^^^^^ yang,
.tersebut. .-vr-. dibuat»ahtafadegara^^^^ dan,.subjek-_
Dalam- kaitannya .dengan janji negara subjelc.hukurn.jn laini]yaj,.atau
donor Tsunami-Aceh, janji negara-donor.unjuk entat;arsubjekj:subjek,huku^^^
memberikan, bantuan yang sudah .berstatus '^ iniiya, aiaugerj^jiani^rp^
namiiri konyeha .menyaiajcm.bahwa kenyateah
ini. tidak akari mempengaimhij.kekuatan hukum,
perjanjiampejianjian terse:bu|.:^^, nr: .r-i/
Senada dengan apa yang diffi'r dalam
Konvensi Wina 1969 di atas , menurut Starke
setiap instrUrffeh" atau'dokumeri. 'ataLr "s'uatu
'^ Lihat Pasal 3Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Iriternalsonal sub paragraf (a) '^/
a
pembicaraan lisan antar kepala negara yang
menyangkut tindakan-tindakan oleh mereka
dapat merupakan suatu traktat atau perjanjian
internasiona, tanpa melihat kepada bentuk
atau keadaan-keadaan pada saat pemben-
tukannyaJ^
Lebih lanjut pakar hukum internaisonal
ini mengemukakan bahwa bentuk-bentuk
traktat yang bagaimanapun tidak mempe-
ngaruhi sifat mengikatnya. Traktat tidak harus
bentuk tertulis. Suatu pernyataan lisan yang
bersifat jahji yang dibuat oleh presiden,
perdana menteri, menteri luar negeri suatu
negara atas nama negara tersebut kepada
menteri luar negeri atau pimpinan negara lain
dalam masalah yang berada dalam kompe-
tensinya dari ctoritasnya dianggap mengikat
sama seperti halnya sebuah traktat atau
perjanjian internasioani tertulis resmi. Hukum
internasional sampai saat ini tidak mensya-
ratkan bentuk baku bakitraktat-traktat tersebut,
yang lebih penting adalah isi dan substan-
sinya."'
Mengingat bahwa Konvensi Wina 1969
tentang perianjian internaisonal tidak berlaku
untuk perjanjian internasional tidak tertulis
maka sebagaimana dikemukakan sebelum-
nya perjanjian internasional tak tertulis
ataupun yang juga sering disebut dengan
istilah perjanjian informal tunduk pada rejim
hukum kebiasaan internasional. Dalam paktik
hubungan Internasional dapat dikemukakan
beberapa contoh kasus berkaitan dengan
penggunaan perjanjian tak tertulis Ini.
a. Eastern Greenland Case .
Pertama adalah kasus Eastern Green
land Case yang diputus oleh Mahkamah
Internasional Permanen 1933 antara Denmark
melawan Norwegia. Kasus ini mengenai sta
tus hukum Greenlandia Timur [Legal Status
of Eastern Greenland}. Duduk perkaranya
seoara singkat adalah sebagai berikut:
Pemerintah Denmark telah lama menguasai
wilayah atau jazirah dl baglan utara Eropa yaitu
yang disebut Tanah Hijau {Greenland}. Dalam
Konperensi Perdamaian Paris 1919, dicapai
kesepakatan untuk membentuk sebuah komisi
yang antaralain bertugas untuk menyelesaikan
klaim-klaim beberapa negara terhadap
Kepulauan Spitzbergen sebagai bagian
wilayahnya. Pada lain plhak, Denmark
mempunyai perhitungan lain. Denmark
menginginkan supaya Norwegia tidak
mengutak-atik kedaulatan Denmark atas
Greenlandia Timur yang telah dikuasai dari
dahulu olehnya. Sebagai imbalannya, Den
mark tidak ikut mengklaim Kepulauan
Spitzbergen dan menyatakan tidak berke-
beratan atas tuntutan Norwegia atas Kepu
lauan Spitzbergen. Dengan katalain. Denmark
mendukung Norwegia atas Kepulauan
Spitzbergen. Pernyataan dukungan ini
disampaikan oleh seorang Menteri Denmark
atas instruksi Menteri Luar Negerinya kepada
Menteri Luar Negeri Norwegia pada waktu
itu, Mr MIhlen. Di samplng menyatakan du
kungan Denmark atas tuntutan Norwegia
terhadap Kepulauan Spitzbergen, utusan itu
jugamengemukakan bahwa Pemerintah Den
mark sudah sejak lama memperoleh penga-
'^ Starke, JG, PengantarHukum Internasional, Buku ke-2, Edisi kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang
Irlana Djajaatmadja, (Slnar Grafika, Jakarta, 1992), hlm.583
•"/b/d, him. 586.
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kuan dari pelbagai negara atas Greenlandia
Timur Itu. Pernyataan Atas tawaran Denmark
ini pada tanggal 22 Juli 1919 M Ihlen dalam
kapasitasnya selaku Menteri Luar Negeri
Norwegia mengeluarkan statemen yang
dicatat dalam sebuah nota yang antara lain
menyatakan bahwa Pemerintah Norwegia
tidak akan mempersulit masalah Greenlandia
. Statemen Pemerintah Norwegia in! dicatat
dengan baik oleh Denmark dan dianggap
sebagai dukungan Norwegia atas kedaulatan
Denmark di Greenlandia. Namun demikian
beberapa waktu kemudian temyata Pemerintah
Norwegia mengeluarkan pernyataaan yang
sangat mengejutkan Denmark. Norwegia
mengklaim memiliki kedaulatan atas bagian
timur Greenlandia. Denmark memprotes dan
tidak mengakui tindakan Norwegia itu, dan
akhirnya sengketa ini disampaikan kehadapan
Mahkamah Internasional Permanen yang
berkedudukan di Den Haag.'®
Dalam persidangan Mahkamah Interna
sional Permanen dipermasalahkan apakah
statemen atau deklarasi M Ihnen selaku
Menteri Luar Negeri Norwegia yang berjanji
tidak akan mempersulit masalah Greenlandia
menimbulkan kewajiban bag! Norwegia untuk
mengekang atau mengendalikan diri terhadap
tindakan menguasai sebagian dari Greenlan
dia ataukah dipandang sebagai pengakuan
Norwegia terhadap kedaulatan Denmark di
Greenlandia. Di persidangan itu Mahkamah
memeriksa nota-nota atau catatan-catatan
kedua belah pihak Dalam pertimbangan
putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa
pernyataan Denmark untuk tidak mempersulit
posisi Norwegia mempertahankan kepulauan
Splitzbergen dan sebaliknya statemen MIhlen
tidak akah mempersulit Denmark dalam soal
Greenlandia merupakan dua hal yang saling
berkaitan. Statemen-statemen yang dicatat
dalam nota-nota itu dipandang melahirkan
suatu ikatan perjanjian bilateral yang harus
ditaati oleh kedua belah pihak^®
b. Kasus percobaan bom nuklir Perancis
di Atol Aruroa
Kasus ini bermula dari keinginan
Perancis pada tahun 1973 untuk melakukan
percobaan peledakan bom nuklir yang
ditentang banyak negara termasuk mahka
mah internasional yang membuat keputusah
agar Perancis membatalkan niatnya mele-
dakkan bom nuklir di Atol Aruroa, Kepulauan
Pasifik. Perancis tidak menghiraukan protes
masyarakat internasional dan tetap melaksa-
nakan niatnya itu. Namun demikian Presiden
Perancis kala itu, George Pompidou menge
luarkan pernyataan yang tidak hanya ditujukan
pada negara-negara yang secara tegas
memprotes rencana kegiatan Perancis tetapi
ditujukan pada segenap masyarakat interna
sional. bahwa peledakan itu adalah yang
pertama sekaligus yang terakhir bagi Perancis.
Ucapan pimpinan Perancis ini dapat
dipandang sebagai janji yang mengandung
ikatan perjanjian dimana Perancis berke-
wajiban menepati pernyataan yang dibuat
kepala negaranya dan sebaliknya melahirkan
hak bagi negara-negara berkepentingan untuk
menuntut supaya Perancis menaatinya.^®
^®Wayan Parthiana, op.cit, hlm.123
'W,h!m.124
^Syahmin AK, Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969} (Armico Bandung), him,76
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Mahkamah internasional menyatakan bahwa
suatu deklarasi dapat dibuat dengan cara
tindakan sepihak oleh suatu negara mengenai
situasi hukum atau situasi faktua! berdasarkan
keadaan-keadaan (misalnya, dimuka umum
dan erga omnes) yang berakibat menciptakan
suatu kewajiban hukum atas negara tersebut. '^
c. Kasus Sabah
PadaKTT ASEAN diKuala Lumpur 1977
yang dihadiri kepala-kepala negara ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, dan
Singapura) Preslden Philipina kala itu,
Ferdinand E Marcos, dalam pidato sambutan
pembukaannya menegaskan bahwa Philipina
mencabut klalm atas Sabah yang sudah
bergabung kedalam Malaysia. Pidato Marcos
Inl mendapat sambutan hangat dan peserta
KTT sebagai tanda solidaritas ASEAN. Bag!
pihak Malaysia pidato inl akan dipandang
sebagai pernyataan resml Philipina melepas-
kan tuntutan atasSabah sekaligus pengakuan
negara tersebut atas penggabungan Sabah
ke dalam Federasi Malaysia. Andaikata
dikemudian hari terjadi perubahan sikap dari
Philipina yang mungkin membangkltkan
kembali sengketa Sabah, Malaysia dapat
menggunakan pidato Marcos sebagai salah
satu argumentasi dan pegangan untuk
menghadapi Philipina. Dalam ha! ini, pidato
Marcos dapat dianggap sebagai janji Philipina
mengakul dan membenarkan penggabungan
Sabah ke dalam Malaysia . Konsekuensinya
adalah bahwa Philipina harus menaati apa
yang telah diakui dan dibenarkannya itu.^^
Dari kasus-kasus di atas nampak bahwa
janji yang diucapkan kepala negara, kepala
2'Starke, op.cit, him.632
^^Lord MacNair, Op.Cit, him. 105-107
pemerlntahan atau pimpinan suatu negara
meskipun hanya diucapkan (llsan) ataudicatat
dalam nota-nota resmi maupun pribadi dapat
dianggap sebagai suatu perjanjian interna
sional. Perjanjian internasional ini menimbul-
kan kewajiban bagi pihak yang memberi janji
untuk merealisasikan janjinya seballknya
memberikan hak padanegara yang diberi janji
untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
Perjanjian internasional tidak tertulis memiliki
kekuatan mengikat yang sama seperti halnya
perjanjian tertulis.
Meskipun dalam praktik negara-negara
perjanjian.tak tertulis dapat dianggap sebagai
suatu perjanjian internasional yang menim-
bulkan hak dan kewajiban bagi para plhaknya,
namun perjanjian ini memiliki banyak kele-
mahan yang dapat lebih banyak mendatang-
kan kesulitan daripada manfaat.
Kelemahan-kelemahan Perjanjian Tak
Tertulis
Konvensi WIna 1969 tentang Perjanjian
Internasional secara tegas menyatakan dirinya
tidak berlaku untuk perjanjian tak tertulis.
Praktik negara-negara juga menghindari
penggunaan perjanjian tak tertulis. Hal inl
semua dikarenakan perjanjian tak tertulis
memiliki banyak kelemahan. Pertama,
menurut Mac Nair bahwa perjanjian taktertulis
khususnya yang llsan tidak sejelas dan sama
permanennya sepertihalnya perjanjian tertulis.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
perjanjian tak tertulis kurang memberikan
kepastian hukum. Hal ini justru bertentangan
dengan Konvensi Wina 1969 yang bertujuan
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memberikan kepastian hukum bagi pihak-
pihak yang hendak atau yang telah mengi-
katkan diri pada suatu perjanjian internasional
sehingga perselisihan-perseli-sihan yang
timbul sebagai akibat ketidak-jelasan isi
maupun bentuk perjanjian dapat dicegah atau
setidak-tidaknya dapat dikurangi.^ Janji lisan
sulit dibuktikan bilamana tidak ada saksi atau
saksi-saksi yang padasaat itu tidak mau mem
berikan kesaksian, memberikan kesaksian
yang tidak benar ataupun mereka sudah
meninggal semua.
Kedua, menurut Mac Nair perjanjian tak
tertulis bersifat tidak demokratis. Dua orang
apapun kedudukannya, sudah dapat mengi-
katkan negaranya daiam suatu ikatan
persetujuan, yang berarti tindakan dua orang
tersebut mengikat jutaan warganya tanpa
campur tangan atau keturutsertaan dari badan
yang berwenang dari negara tersebut.^"
Meskipun mengakui kelemahan-
kelemahan perjanjian tak tertulis namun Mac
Nair menyatakan bahwa daiam praktik
perjanjian tak tertulis sudah biasa muncul dan
kadangkala tidak bisa dicegah seperti layaknya
pergaulan antar manusia. Seperti halnya
daiam pergaulan hidup nasional, daiam
pergaulan internasionalpun tidak semua hal
bisa diatur daiam bentuk tertulis atau formal.
Meskipun memiliki banyak kelemahan namun
menurut Mac Nair kekuatan mengikat
perjanjian tak tertulis sama dengan perjanjian
internasional tertulis."
^^IWayan Parthiana, Op.Cit, him. 121
^^Lord MacNair, Op.Crt,hlm.108.
''Ibid
Janji Negara Donatur Tsunami Aceh da
iam Perspektif Hukum Internasional
Berdasarkan paparan di atas, janji
negara-negara donor maupun organisasi-
organisasi internasional untuk memberikan
bantuan (hibah) pada Indonesia sebagai
salah atau negara korban tsunami, lebih
banyak yang berbentuk tidak tertulis (informal)
atau statusnya belum jelas menurut istilah
pemerintah Indonesia dibandingkan dengan
yang berbentuk tertulis. Untuk perjanjian yang
tertulis tidak akan mengalami banyak masalah
karena pada umumnya perjanjian bilateral
akan lebih mudah diberlakukan daripada
perjanjian multilateral. Melalui perjanjian
tertulis kepastian hukum akan lebih diperoleh,
hak dan kewajiban masing-masing pihak, saat
realisasi hibah termasuk cara penyelesaian
sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut.
Yang memerlukan lebih banyak perhatian
pada hakikatnya adalah perjanjian-perjanjian
yang tidak tertulis atau informal atau yang
belum jelas statusnya. Fakta menunjukkan
daiam kasus-kasus bencana sebelumnya
banyak janji yang hanya merupakan janji
kosong namun negara yang mendapat janji
hanya berdiam diri. Agar kasus serupa tidak
menimpa Indonesia dan negara-negara kor
ban tsunami lainnya maka kelompok negara-
negara ini harus melakukan terobosan baru
dan mengambil langkah taktis menggalang
kekuatan agar pemimpin-pemimpin negara
donor tersebuttidak selalumembohongi publik
internasional, tetapl harus memenuhi janjinya.
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Terobosan dapat dilakukan dengan
mengajukan tuntutan baik melalui jalur
diplomasi maupun jalur hukum. Jalur diplo-
masi dapat secara bilateral, maupun meman-
faatkan jasa pihak ketiga seperti organisasi
regional maupun internasional. PBB misalnya
seharusnya bisa melakukan pendekatan-
pendekatan sampai tekanan untuk memaksa
negara-negara donor mereallsaslkan janjinya.
Tuntutan Inl tidak dimaksudkan untuk
memperkeruh suasana dalam tataran hukum
internasional, tetapi dimaksudkan sebagai
pembelajaran kepada pemimpin-pemimpin
negara agar tidak mudah mengeluarkan janji
atau pernyataan yang menimbulkan konse-
kuensi hukum.
Perjanjian yang tidak tertulis atau informal,
termasuk dl dalamnya perjanjian ilsan
mempunyal kekuatan mengikat yang sama
dalam hukum internasional. Hukum interna
sional tidak mengatur bentuk baku suatu
perjanjian internasional. Semua perjanjian itu
melahirkan kewajiban bagi negara yang
memberikan janji untuk menepatinya dan
memberikan hak pada negara yang dijanjikan
untuk menuntijt realisasi hak tersebut.
Simpulan
Janji negara donor untuk memberikan
bantuan (hibah) pada negara korban tsunami
khususnya Indonesia baik yang berbentuk
tertulis maupun tidak tertulis merupakan
perjanjian, internasional yang mengikat dalam
perspektif hukum internasional. Janji negara
donor sekallpun mungkin hanya dalam bentuk
Ilsan menimbulkan kewajiban bagi negara
yang bersangkutan untuk merealisasikan apa
yang sudah mereka janjikan. Negara korban
tsunami berhak menuntut realisasi janji
tersebut. Tuntutan dapat dilakukan meialui jalur
diplomasi maupun jalur hukum. Segenap
masyarakat Internasional termasuk di dalamnya
PBB dan organisasl-organisasi regional
seharusnya membantu negara korban tsunami
mendapatkan haknya. Hal ini untuk pembe
lajaran pada pimpinan masyarakat intemasio-
nal supaya tidak terus menerus melakukan
kebohongan publik, dan supaya mereka berhati-
hati terhadap janji yang mereka ucapkan, karena
meskipun bentuknya tidak tertulis tetapi memiliki
kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian
internasional yang tertulis.
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